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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan mempunyai
ragam adat budaya dan sistem hukumnya begitu juga agamanya. Ada lima agama
yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan
Budha'. Diantara kelima macam agama tersebut mayoritas masyarakat Indonesia
beragama Islam. Namun hal tersebut belumlah cukup untuk menjadi jaminan
tegaknya syari’at Islam di [ndonesia. Perjuangan untuk menegakkan dan menerapkan
syari’at Islam di Indonesia harus terus diupayakan, banyak sekali tantangan, cobaan,
dan hambatan yang menghadang baik itu dari orang-orang di luar [slam maupun dari
dalam umat Islam itu sendiri.

Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam telah banyak
memberikan kontribusi di dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hukum agama
adalah unsur mutlak hukum nasional’. Agama adalah unsur mutlak pembangunan
bangsa dan watak bangsa. Karenanya, kehidupan agama adalah unsur mutlak
kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kehidupan

agama adalah unsur mutlak kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan

' Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarrta: Rineka Cipta, 1994), him. 6
2 H. chtijanto, Hukum Isiam dan Hukum Nasional, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1990), him.49
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Pancasila’. Jadi merupakan suatu hal yang wajar apabila hukum Islam mempunyai
tempat dan sudah merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia.

Hukum Islam tak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam bahkan
sebagaimana dikatakan oleh seorang orientalist Kristen (H.A.R. Gibb) dalam
bukunya “The Modern Trends of Islam™ bahwa Hukum I[slamlah yang telah sukses
menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam. Hukum Islam adalah aparat yang paling
utama bagi kehidupan manusia muslim dan masyarakat [slam, serta penegasannya
bahwa manusia muslim, kalau mereka telah menerima dan memeluk Islam sebagai
agamanya, maka mereka langsung mengakui dan menerima otoritas dan kekuatan
mengikat hukum Islam terhadap mereka. Oleh karenanya beralasan sekali kalau kaum
muslimin berjuang mati-matian untuk memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam
hukum yang hidup dalam masyarakat.*

Bagi Islam dan manusia muslim. Islam sebagai agamanya, hukum Islam
sebagai aturan-aturan yang harus dipakainya dalam kehidupannya dan corak, bentuk
daripada masyarakatnya tak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing saling
mengisi dan jalin berkelindan adanya.’

Dengan demikian pemerintah dalam membuat peraturan haruslah
memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak terjadi pertentangan dan kekacauan. Salah
satu kontribusi hukum Islam di dalam peratuaran perundang-undangan di Indonesia

yaitu dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun .1974 tentang Perkawinan. UU No. 1

3 Ibid., him. 49
4 1bid, him.51
3 Ibid, him.52



Tahun 1974 ini telah dianggap sebagai hasil ijtihad baru dari sebagian ulama Islam
Indonesia. Dan berlaku umum bagi seluruh bangsa Indonesia.

Setelah melalui berbagai hambatan dan perjuangan yang sulit akhirnya para
tokoh-tokoh Islam yang duduk dikursi DPR pada saat itu dan masyarakat Islam pada
umumnya berhasil mewujudkan suatu undang-undang perkawinan yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam dan memasukkan unsur-unsur hukum Islam dalam
undang-undang perkawinan No.l Tahun 1974 yang termasuk sebagai hasil ijma’
sebagian besar ulama.

Sebelum dikeluarkannya UU No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditiap
daerah dan masing-masing agama mempunyai tata cara yang berbeda mengenai
masalah perkawinan. Untuk itulah agar tidak terjadinya suatu kekacauan mengenai
masalah perkawinan ini maka dibutuhkan suatu kesatuan hukum yang bisa dijadikan
pegangan dalam mengatur masalah perkawinan ini.

Hukum perkawinan ditanah air kita adalah hukum positif yang sejak dahulu
telah berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Ketika masyarakat Islam terbentuk di
tepi-tepi pantai, kehidupan mereka telah diatur oleh perkawinan Islam. Kehidupan
rumah tangga mereka telah diatur oleh hukum kekeluargaan Islam. Jika terjadi
perselisihan antara suami istri terutama soal rumah tangga atau perkawinan, mereka

mengangkat hakam. Hakam merupakan embrio pengadilan di tanah air kita.®

¢ Abdullah Gofar, “Himpunan Kuliah Ka

o pita Selekta Hukum Isiam”, (Palembang,: Universi
Sriwijaya Fakultas Hukum, 2003), him. 32 , (Pelembang: Cniversias



Dengan terbitnya Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), maka
kedudukan dan peran Hukum Islam khususnya, Hukum Agama pada umumnya
dalam hukum Nasional Indonesia makin jelas nampak. Dalam UU ini, hukum agama
(Hukum Islam) ada mandiri dan diberi kekuatan sebagai hukum nasional.’

Sejak diundangkannya UU No.l Tahun 1974, merupakan era baru bagi
kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Undang-
undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat
nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus
diresipir oleh hukum adat.® Yang dimaksud dengan unifikasi adalah salah satu upaya
meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka
pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang
dalam masyarakat.9

Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang perkawinan ini, mengayomi
dan melindungi warga negaranya. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa pasal di
dalam undang-undang perkawinan tersebut. Seperti yang terdapat dalam Pasal 2,
yaitu :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaanya itu.

(2) g’ialp-ltiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
erlaku.

" H. Ichtijanto, Op.Cit., him.6

] : .
3 Ahn}ad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 108
Andi Hamzah, Kamus Hukum , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), him.606



Pasal 2 ayat (1) UU No.l Tahun 1974 mangandung makna bahwa perkawinan itu
akan sah secara agama apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan
kepercayaannya itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 (penjelasan atas
UU No.1 tahun 1974) sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai masalah
pencatatan perkawinan dimana suatu perkawinan itu akan sah secara hukum negara
apabila dicatatkan ke kantor pencatatan perkawinan, bagi umat Islam dicatatkan di
v~ Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi mereka yang non Islam dicatatkan di
“Kantor Catatan Sipil (KCS). Setelah dicatatkan di KUA maka pasangan yang
melangsungkan perkawinan tersebut akan diberikan akta nikah sebagai bukti bahwa
telah berlangsungnya perkawinan diantara keduanya. Maka perkawinan tersebut telah
sah secara agama dan negara serta mendapat kepastian hukum, kekuatan hukum dan
perlindungan hukum. Mengenai pencatatan perkawinan ini diatur secara lebih
lengkap di dalam PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 3 sampai dengan Pasal 10)
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No.l Tahun 197'4 terlihat betapa pentingnya
suatu pencatatan perkawinan dewasa ini dengan dilakukanya pencatatan perkawinan
maka negara berusaha untuk melindungi warganya dari sagala hal yang mungkin
terjadi dalam suatu perkawinan. Negara berusaha melindungi isteri agar tidak
diperlakukan semena-mena oleh suaminya karena yang sering kali menjadi korban
dari perkawinan yang tidak tercatat itu adalah pihak wanita. Selain itu pencatatan

perkawinan ini juga berguna agar terwujudnya suatu ketertiban bagi kepentingan

bersama.




Telah diakui oleh ahli ilmu masyarakat bahwa pengaruh rumah tangga dalam
penyusunan masyarakat dan negara adalah amat penting. Rumah tangga bagi negara
adalah seumpama bibit bagi pohon. Dari bibit yang schat kuat terciptalah pohon yang
rimbun dan berbuah lebat.'’

Dengan demikian, jika rumah tangga dan masyarakat kekeluargaan terartur
rapi, terbentuk baik, dan diliputi oleh suasana kasih mesra, rukun dan damai, pastilah
akan dapat mempertinggi mutu masyarakat umum, memperkuat ketertiban,
memakmurkan penghidupan, memperkokoh negara dan memungkinkan terciptanya
salam, dan menjelma keberuntungan di tengah-tengah masyarakat manusia. '

Namun di jaman yang semakin modern seperti saat ini masih banyak saja
terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikalangan masyarakat lebih dikenal
dengan istilah nikah di bawah tangan dan berbagai istilah lainnya. Mereka hanya
menilai bahwa suatu perkawinan itu yang penting sah secara agama dan terhindar dari
tuduhan zina. Banyak umat Islam yang melakukan nikah di bawah tangan atau nikah
siri berdalihkan agama bahwa Islam tidak melarang mereka untuk menikah sirri. Hal
ini merupakan suatu polemik disaat Indonesia telah mempunyai suatu peraturan
perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai masalah pencatatatan
perkawinan. Di mana UU No.1 Tahun 1974 ini merupakan hasil perjuangan dan
pengorbanan yang berat dari para ulama dan tokoh-tokoh Islam Indonesia agar UU

Perkawinan ini tidak bertentangan dengan syari’at Islam. UU Perkawinan ini juga

10 . :
N ;:)f[h‘;:(:lsn Thaha, Pedoman Perkawinan Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), him.5



berusaha untuk melindungi hak-hak kaum hawa dalam suatu perkawinan. Namun
masih juga ada sebagian wanita Indonesia yang mau menikah di bawah tangan yaitu
tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan beragam alasan di mana hal tersebut
justru merusak harga diri dari wanita itu sendiri. Kebanyakan masyarakat Indonesia
yang melakukan nikah di bawah tangan menganggap bahwa aturan mengenai
pencatatan perkawinan itu bukanlah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan.

Padahal perkwainan itu merupakan peristiwa yang penting dan sakral yang
terjadi dalam kehidupan manusia sama halnya dengan peristiwa kelahiran dan
kematian. Oleh karena itu perkwainan itu perlu untuk dicatatkan demi mendapatkan
kepastian dan kekuatan hukum bagi perkawinan tersebut. Karena masalah
perkawinan ini bukan hanya terbatas pada sah atau tidaknya saja, melainkan
perkawinan ini akan menyangkut berbagai hal seperti masalah anak dan waris
dikemudian hari.

Pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meski telah
disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya

kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus menerus dilakukan

dan berkesinambungan. "2

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang
memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif figh sentris. Menurut
pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunya menurut

ketentuan figh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi

2 Ahmad Rofiq, Op.Cit., him.109



semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan meng’hidup’kan praktek
kawin sirri tanpa melibatkan petugas PPN sebagai petugas resmi yang diserahi tugas
itu. Belum lagi ada oknum yang memanfaatkan “peluang” ini, untuk mencari
keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang
merupakan misi utama sebuah perkawinan. seperti poligami liar tanpa izin isteri
pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. kenyataan semacam ini, menjadi
hambatan besar suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut. "’

Kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan apabila kita sebagai umat Islam
hanya diam dan berpangku tangan melihat fenomena nikah dibawah tangan ini yang
sudah sejak lama berlangsung hingga sekarang masih menjadi trend tidak hanya
dikalangan publik figur tapi juga dikalangan masyarakat umum.

Kalau kita melihat masalah nikah di bawah tangan ini dari segi hukum negara
yaitu: UU No.l Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamannya dan kepercayaannya itu. Dan
pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Maka perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan
perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama bagi umat muslim jelas bahwa
perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum negara. Namun bagaimanakah
sebenarnya nikah di bawah tangan ini menurut hukum Islam? Apakah nikah di bawah

tangan yang dilakukan masyarakat dewasa ini sah menurut hukum Islam? Pertanyaan

B Ibid., him. 109



semacam inilah yang sering terlintas dibenak penulis dan menarik perhatian penulis
untuk membahasnya pada kesempatan ini.

Penulis meninjau p%rmasalahan perkawinan yang tidak tercatat ini dari segi
hukum Islam berdasarkan Al-qur'an dan Hadist-hadist Rasulullah serta hasil-hasil
ijtihad atau ijma’ para ulama dan kaitannya dengan UU No.l Tahun 1974 tentang
perkawinan.\/Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam

skripsi yang penulis beri judul “ KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK

TERCATAT MENURUT HUKUM ISLAM

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan pada tulisan ini
dibatasi hanya pada :
. Apakah yang menjadi kriteria sahnya suatu perkawinan? {(_
2. Akibat yuridis apakah yang akan timbul dari suatu perkawinan yang tidak

tercatat?

3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai suatu perkawinan yangU

tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian
Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

. untuk mengetahui kriteria sahnya suatu perkawinan
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2. untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul dari suatu perkawinan yarig

tidak tercatat

/
3. untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai suatu perkawinan yang
tidak tercatat
D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua
baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam Indonesia.
l. secara teoritis, hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan
kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai hukum perkawinan
khususnya mengenai hukum perkawinan Islam.

2. secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau
sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi umat I[slam
agar lebih memahami hukum Islam dan lebih menyadari arti pentingnya suatu

pencatatan perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi
kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap
bahan-bahan pustaka. Penulis mendasarkan diri kepada sumber hukum yang

paling utama yaitu Al-quran dan Al-hadist serta hasil-hasil ijtihad para ulama.
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2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa

data yang sudah tersusun dalam bentuk literatur, yang terdiri dari :

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1975 tentang
Perkawinan, dan

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa referensi-referensi
mengenai hukum perkawinan, doktrin atau pendapat-pendapat para ahli
hukum mengenai perkawinan yang tidak tercatat, hasil penelitian / hasil karya
kalangan hukum, dan lain sebagainya.

3). Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus
hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, buku-buku bacaan, dan lain-lain.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif

yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun

keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh kesimpulan yang

benar.
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